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ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Lhokseumawe bersama Walikota Lhokseumawe telah
menyempurnakan rancangan Qanun Kota Lhokseumawe
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK)
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan
Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-71 Tahun 2013
tentang tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota
Lhokseumawe tentang APBK 2014 dan Peraturan Walikota
Tentang Pejabaran APBK Tahun Anggran 2014,
Rancangan Qanun tentang Anggrabn dan Pendapatan
Kota Lhokseumawe merupakan perwujudan dari
RAncangan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun
2013 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBK,
sebagaimana pertimbangan yang dimaksud perlu
membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggran 2014.
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